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PENGANTAR 

 

Bersama ini kami sampaikan HIMPUNAN KETETAPAN-KETETEPAN 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI 

NASIONAL INDONESIA TAHUN 2022 sebagai laporan lengkap atas hasil 

MUKERNAS GAPENSI yang diselenggarakan pada tanggal  22 Januari 2022 bertempat 

di Hotel Bidakara-Jakarta.  

MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat RI bersama dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM, dilanjutkan 

dengan Sidang-sidang MUKERNAS. Laporan Kerja Paruh Waktu BPP GAPENSI Tahun 

2019 – 2021 tidak dilampirkan dalam Himpunan Ketetapan ini, mengingat telah 

disampaikan kepada seluruh BPD GAPENSI pada saat MUKERNAS. 

Semoga HIMPUNAN KETETAPAN-KETETAPAN MUSYAWARAH 

KERJA NASIONAL GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL 

INDONESIA TAHUN 2022 ini dapat bermanfaat bagi organisasi dan seluruh warga 

GAPENSI maupun masyarakat luas. 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, dukungan 

serta bantuan dalam mensukseskan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022, kami ucapkan 

terima kasih. 

Jakarta, 22 Januari 2022 

BADAN PENGURUS PUSAT GAPENSI 

 

 

H. ISKANDAR Z. HARTAWI                    H. ANDI RUKMAN N. KARUMPA, SE 

                   Ketua Umum                                                   Sekretaris Jenderal 
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KETETAPAN 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI 

NOMOR : 01/MUKERNAS GAPENSI/2022 
 

Tentang 
 

PENGESAHAN JADWAL ACARA MUKERNAS 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI DI JAKARTA 

 

Menimbang  : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Musyawarah 

Kerja Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional 

Indonesia, perlu mengesahkan Jadwal Acaranya. 
 
Mengingat  : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI. 

  2. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 104/KEP/BPP/2021 

tanggal 05 November 2021 tentang Pembentukan dan 

Pengesahan Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah (Steering 

Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) 

Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) dan Musyawarah 

Kerja Nasional (MUKERNAS) GAPENSI Tahun 2022. 
  
Memperhatikan : 1. Rancangan Jadwal Acara Musyawarah Kerja Nasional 

GAPENSI yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah (SC) 

MUKERNAS GAPENSI. 

   2. Pembahasan dalam Sidang Paripurna I pada tanggal 22 Januari 

2022. 

   3. Keputusan Sidang Paripurna I pada tanggal 22 Januari 2022. 
 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : 1. Mengesahkan Jadwal Acara Musyawarah Kerja Nasional 

GAPENSI sebagaimana terlampir pada ketetapan ini. 

 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 

berakhirnya MUKERNAS GAPENSI. 

    

Ditetapkan di      JAKARTA 

 Pada tanggal :    22 JANUARI 2022 

 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 
 

Pimpinan Sidang Sementara, 

 

 

 

 

( Dandung Sri Harninto, ST.MT )                           ( Ir.Herdian Koosnadi ) 

                               Ketua                                                             Sekretaris 
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Jam Waktu Pelaksana /

(Pukul/WIB) (Menit) Penaggungjawab

1 08.30 - 10.00 90 Registrasi  Peserta/Peninjau MUKERNAS GAPENSI 2022 OC

2 10.00 -
Seluruh Peserta/Peninjau dan Undangan sudah berada di Tempat 

Acara
OC

3 10.00 - 10.15 15

Peninjauan stand pameran konstruksi bersama Menteri PUPR 

didampingi oleh Ketua Umum, Sekjend BPP GAPENSI, Ketua SC 

dan OC MUKERNAS

OC

4 10.15 - 10.30 15 Tarian Selamat Datang OC

5 10.30 - 10.35 5 Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" OC

6 10.35 - 10.45 10 Menyanyikan lagu Hymne dan Mars GAPENSI OC

7 10.45 - 10.50 5 Pembacaan Kode Etik GAPENSI "DASA BRATA" Hj.Mesisy Lelianasari, SE

8 10.50 - 11.00 10 Laporan Ketua Panitia Penyelenggara MUKERNAS H.Andi Rukman N.K., SE

9 11.00 - 11.20 20 Sambutan Ketua Umum BPP GAPENSI H.IskandarZ.Hartawi

10 11.20 - 11.30 10
Pemutaran Video tentang proyek infrastruktur Kementerian 

PUPR
OC

11 11.30 - 11.40 10
Sambutan dan Ucapan Selamat dari Ketua Umum KADIN 

Indonesia lewat online
Arsjad Rasjid

12 11.40 - 11.50 10 Pembacaan Ayat Suci Al-Quran H.Mustofa

13 11.50 - 12.00 10 Sambutan Menteri PUPR 
Dr.Ir.M.Basuki Hadimuljono, 

M.Sc

14 12.00 - 12.10 10 Sambutan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

15 12.10 - 12.15 05

Pemukulan gong oleh Menteri PUPR,  Menteri Investasi/Kepala 

BKPM, Ketua LPJK, Ketua Kehormatan, Ketua Umum BPP 

GAPENSI  yang didampingi oleh Sekjen, Bendum, Ketua 

Kehormatan, Ketua SC dan OC, sebagai tanda telah 

diresmikannya Pembukaan MUKERNAS GAPENSI 20

OC

16 12.15 - 12.20 05

Penyerahan Plakat Kepada Menteri PUPR dan Menteri 

Investasi/Kepala BKPM dan Ketua LPJK oleh Ketua Umum 

BPP GAPENSI

OC

17 12.20 - 13.20 60 Diskusi Panel :

1. Staf Ahli Menteri BUMN

2. Dirjen Bina Konstruksi Kemen PUPR
Ir. Yudha Mediawan, 

M.Dev.Plg.

3. Ketua LPJK Taufik Widjoyono

Moderator : Dandung Sri 

Harninto

18 13.20 - 14.20 60 ISHOMA OC

19 14.20 -15.10 50 Pembahsan mengenai LSP GATENSI KARYA KONSTRUKSI TIM GATENSI

No Uraian Acara

LAMPIRAN 

KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI 

NOMOR : 01/MUKERNAS GAPENSI/2022 
 

TENTANG 
 

JADWAL ACARA 

MUKERNAS GAPENSI TAHUN 2022 
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SIDANG PARIPURNA I

20 15.10 - 15.25 15
Pengesahan Rancangan Jadwal Acara dan Tata Tertib 

MUKERNAS
SC

21 15.25 - 15.30 5 Pemilihan Pimpinan Sidang MUKERNAS SC

22 15.30 - 15.35 5 Serah terima Pimpinan Sidang MUKERNAS SC/PST

SIDANG PARIPURNA II

23 15.35 - 16.00 25 Laporan Kegiatan BPP GAPENSI PST

24 16.00 - 17.00 60
Pemandangan Umum dan Tanggapan BPD-BPD terhadap  

Laporan Kegiatan BPP
PST

25 17.00 - 17.30 30 Tanggapan BPP terhadap Pemandangan Umum BPD PST

26 17.30 - 17.45 15 Pembahasan Program Organisasi PST

27 17.45 - 18.00 15 Pembahasan Program Kerja dan APBO PST

28 18.00 - 20.00 120 ISHOMA PST

SIDANG PARIPURNA III

29 20.00 - 20.30 30 Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran PST

30 20.30 - 20.45 15 Laporan Hasil MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 Dandung Sri Harninto, ST.MT

ACARA PENUTUPAN

31 20.45 - 21.00 15 Pengarahan dari Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid

32 21.00 - 21.10 10
Sambutan Ketua Umum BPP GAPENSI sekaligus  menutup 

MUKERNAS GAPENSI 2022
H.IskandarZ.Hartawi

33 21.10 - 21.20 10
Penyerahan Cinderamata kepada BPD-BPD se Indonesia dari 

Ketua Umum BPP didampingi Ketua OC
OC

34 21.20 - 21.30 10
Foto bersama Ketua KADIN Indonesia bersama BPP dan Ketua 

Umum BPD GAPENSI seluruh Indonesia
OC

35 21.30 - Selesai -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di      JAKARTA 

 Pada tanggal :    22 JANUARI 2022 

 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 
 

Pimpinan Sidang Sementara, 

 

 

 

 

( Dandung Sri Harninto, ST.MT )                           ( Ir.Herdian Koosnadi ) 

                               Ketua                                                              Sekretaris 
 

 

 



7 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TTAATTAA  TTEERRTTIIBB  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



8 
 

KKEETTEETTAAPPAANN  

MMUUSSYYAAWWAARRAAHH  KKEERRJJAA  NNAASSIIOONNAALL  GGAAPPEENNSSII  

NNOOMMOORR  ::  0022//MMUUKKEERRNNAASS  GGAAPPEENNSSII//22002222   
Tentang 

 
PPEENNGGEESSAAHHAANN  TTAATTAA  TTEERRTTIIBB  MMUUKKEERRNNAASS  

GGAABBUUNNGGAANN  PPEELLAAKKSSAANNAA  KKOONNSSTTRRUUKKSSII  NNAASSIIOONNAALL  IINNDDOONNEESSIIAA  
  
  

DDEENNGGAANN  RRAAHHMMAATT  TTUUHHAANN  YYAANNGG  MMAAHHAA  EESSAA  

MMUUSSYYAAWWAARRAAHH  KKEERRJJAA  NNAASSIIOONNAALL  GGAAPPEENNSSII  DDII  JJAAKKAARRTTAA  

 

Menimbang  : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Musyawarah 

Kerja Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional 

Indonesia, perlu mengesahkan Tata Tertibnya. 
 
Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI. 

  2. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 104/KEP/BPP/2021 tanggal     

05 November 2021 tentang Pembentukan dan Pengesahan 

Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah (Steering Committee) 

dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Musyawarah 

Nasional Khusus (MUNASUS) dan Musyawarah Kerja Nasional 

(MUKERNAS) GAPENSI Tahun 2022. 
   
Memperhatikan : 1. Rancangan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI 

yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pengarah (SC) 

MUKERNAS GAPENSI. 

   2. Pembahasan dalam Sidang Paripurna I pada tanggal 22 Januari 

2022. 

  3. Keputusan Sidang Paripurna I pada tanggal 22 Januari 2022. 
 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : 1. Mengesahkan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI 

sebagaimana terlampir pada ketetapan ini. 

  2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 

berakhirnya MUKERNAS GAPENSI. 

    

Ditetapkan di  :    JAKARTA 

 Pada tanggal :    22 JANUARI 2022 

 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 
 

Pimpinan Sidang Sementara, 

 

 

 

 

( Dandung Sri Harninto, ST.MT )                           ( Ir.Herdian Koosnadi ) 

                              Ketua                                                               Sekretaris 
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LAMPIRAN 

KETETAPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI 

NOMOR : 02/MUKERNAS GAPENSI/2022 

 

TENTANG 

 

TATA TERTIB 

MUKERNAS GAPENSI TAHUN 2022 

 

BAB I 

NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU 

 

Pasal I 

Nama 

 

Musyawarah ini dinamakan Musyawarah Kerja Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi 

Nasional Indonesia Tahun 2022 yang selanjutnya disebut “MUKERNAS GAPENSI 

Tahun 2022”. 

 

Pasal 2 

Tempat dan waktu 

 

MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 diadakan di Kota Jakarta Provinsi DKI Jakarta               

pada tanggal  22 Januari 2022. 

 

 

BAB II 

DASAR DAN TUJUAN 

 

Pasal 3 

Dasar 

 

a. MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 diselenggarakan berdasarkan Anggaran Rumah 

Tangga (ART) GAPENSI , khususnya : 

• ART Pasal 18 Ayat (1) 

• ART Pasal 23  

 

b. Surat Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 104/KEP/BPP/2021 tertanggal                            

05 November 2021  tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Panitia 

Penyelenggara, Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) Musyawarah 

Nasional Khusus (MUNASUS) dan Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) 

GAPENSI Tahun 2022.  
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Pasal 4 

Tujuan 

 

Sesuai ART BAB VI Pasal 23 Ayat (1), tugas dan wewenang MUKERNAS adalah : 
 
a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Organisasi  yang ditetapkan MUNAS dan pelaksanaan Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPP. 

b. Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan Program Kerja dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Organisasi  yang ditetapkan MUNAS dan pelaksanaan 

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh BPP. 

c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPP untuk sisa masa bakti. 

d. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi  dan masalah-masalah penting 

lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan pemecahan/penyelesaian 

masalahnya. 

e. Membantu BPP untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri.  

 

 

BAB III 

TEMA  MUKERNAS 

 

Pasal 5 

Tema MUKERNAS 

 

Tema MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 : 

 

“SERTIFIKASI PASTI, GAPENSI BISA !” 

 

 

BAB IV 

PESERTA MUKERNAS 

 

Pasal 6 

Peserta Penuh 

 

Peserta Penuh yaitu utusan BPD dengan membawa mandat dari BPD masing-masing, 

yang terdiri dari 5 (lima) orang dapat mengikutsertakan unsur BPC dan unsur Pengawas 

BPD, yang memiliki hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam 

pemungutan suara untuk pengambilan keputusan dan hak bicara, yaitu hak mengeluarkan 

pendapat dan mengajukan pertanyaan. 

 

Pasal 7 

Peserta Biasa 

 

Peserta Biasa yaitu BPL, Pengawas dan Ketua Kehormatan di Tingkat BPP, yaitu 

masing-masing memiliki hak bicara dan hak dipilih. 
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Pasal 8 

Peserta Peninjau 

 

Peserta Peninjau yaitu utusan BPD di luar Peserta Penuh dan utusan BPC yang 

membawa mandat dari BPD yang bersangkutan yaitu masing-masing memiliki hak 

bicara. 

 

Pasal 9 

Undangan 

 

Undangan yaitu Pejabat Pemerintah, utusan Kadin, LKPP, LPJK dan organisasi-

organisasi lainnya di Tingkat Pusat, Tokoh-tokoh Pengusaha dan masyarakat serta 

undangan lain yang dianggap perlu. 

 

BAB V 

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA MUKERNAS 

 

Pasal 10 

Hak Menghadiri Persidangan 

 

1. Seluruh Peserta Penuh, Peserta Biasa dan Peserta Peninjau MUKERNAS GAPENSI 

Tahun 2022 mempunyai hak untuk mengikuti/menghadiri sidang-sidang dan 

memperoleh seluruh bahan atau informasi yang diperlukan sehubungan dengan 

kebutuhan selama persidangan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022. 

2. Atas persetujuan Sidang Paripurna MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022, Undangan 

dapat mengikuti/menghadiri Sidang-Sidang Paripurna. 

 

Pasal 11 

Hak Bicara 

 

1. Hak Bicara adalah hak di dalam sidang-sidang Paripurna dan Komisi untuk : 

a. Mengajukan pertanyaan. 

b. Mengeluarkan pendapat dan usulan-usulan, baik secara lisan maupun tertulis. 

2. Peserta Penuh, Peserta Biasa dan Peserta Peninjau mempunyai hak bicara. 

3. Atas persetujuan Sidang Paripurna MUKERNAS, Undangan dapat diberi kesempatan 

berbicara. 

 

Pasal 12 

Hak Suara 

 

1. Hak Suara adalah hak memilih dan hak dipilih pada saat Sidang Paripurna memilih 

Pimpinan MUKERNAS, dan hak dalam pemungutan suara untuk mengambil 

keputusan. 

2. Peserta Penuh mempunyai hak suara.  
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Pasal 13 

Hak Dipilih 

 

1. Hak dipilih adalah hak untuk dapat dipilih menjadi Pimpinan MUKERNAS. 

2. Peserta Penuh dan Peserta Biasa mempunyai hak dipilih menjadi Pimpinan 

MUKERNAS. 

 

Pasal 14 

Kewajiban Peserta 

 

Peserta Penuh, Peserta Biasa serta Peserta Peninjau MUKERNAS, wajib : 

a. Mentaati ketentuan-ketentuan Peraturan Tata Tertib MUKERNAS. 

b. Mentaati Petunjuk dan Peraturan sehubungan dengan penyelenggaraan MUKERNAS, 

yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana (OC). 

c. Mentaati dan menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya Sidang-sidang 

MUKERNAS. 

d. Menandatangani atau melakukan pemindaian QR Code daftar hadir yang telah 

disiapkan Panitia Pelaksana (OC) pada setiap kali hadir di persidangan dan 

mengenakan tanda peserta selama berlangsungnya MUKERNAS serta membantu 

Pimpinan Sidang dalam hal diperlukan menunjukkan identifikasi keabsahan sebagai 

peserta. 

 

 

BAB VI 

ALAT KELENGKAPAN MUKERNAS 

 

Pasal 15 

Alat Kelengkapan MUKERNAS 

 

MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 mempunyai alat kelengkapan sebagai berikut : 

a. Penanggungjawab MUKERNAS. 

b. Pimpinan MUKERNAS. 

c. Sidang Paripurna beserta Pimpinannya. 

d. Sidang Komisi beserta Pimpinannya. 

e. Team Perumus. 

 

 

BAB VII 

PENANGGUNGJAWAB MUKERNAS, PIMPINAN MUKERNAS  

DAN SIDANG-SIDANG 

 

Pasal 16 

Penanggungjawab MUKERNAS 

 

Penanggungjawab MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 adalah : Badan Pengurus Pusat 

GAPENSI. 
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Penanggungjawab MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 mempunyai tugas dan tanggung 

jawab sebagai berikut : 

a. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 agar 

dapat berjalan dengan tertib dan lancar. 

b. Menjaga ketertiban dalam musyawarah dan rapat-rapat dengan melaksanakan hikmah 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mencapai mufakat. 

 

Pasal 17 

Pimpinan Sementara MUKERNAS 

 

1. Pimpinan sementara MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 adalah Badan Pengurus 

Pusat GAPENSI. 

2. Pimpinan sementara MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 mempunyai tugas 

memimpin Sidang Paripurna untuk : 

a. Mengesahkan Rancangan Jadwal Acara. 

b. Mengesahkan Rancangan Tata Tertib. 

c. Melaksanakan Pemilihan Pimpinan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022. 

3. Setelah terpilih Pimpinan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022, maka Pimpinan 

sementara MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 menyerahkan Pimpinan Sidang 

Paripurna kepada Pimpinan MUKERNAS yang baru terpilih. 

 

Pasal 18 

Pimpinan MUKERNAS 

 

1. Pimpinan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) orang dengan 

komposisi seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang 

Anggota Pimpinan, yang dipilih berdasarkan unsur BPP  2 (dua) orang dan 3 ( tiga) 

orang unsur  BPD. 

2. Pimpinan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 mempunyai tugas dan wewenang 

sebagai berikut : 

a. Memimpin Sidang Paripurna selama MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 

berlangsung dengan sebaik-baiknya. 

b. Menjaga, mengusahakan terselenggaranya ketertiban dan kelancaran  persidangan. 

c. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan 

pembicaraan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, serta mengembalikan 

jalannya sidang ke pokok pembicaraan. 

d. Meneliti keabsahan peserta persidangan baik dalam kehadiran sidang, dalam 

menggunakan hak bicara maupun hak suara. 

e. Mengetahui, memberi atau tidak memberi ijin kepada setiap peserta yang 

menghadiri atau meninggalkan persidangan. 

f. Mengatur, memberikan persetujuan/ijin dan menentukan batas waktu berbicara 

bagi peserta. 

g. Menegur dan menghentikan pembicaraan peserta jika ternyata melampaui batas 

waktu yang telah ditetapkan dan atau menyimpang dari pokok acara sidang yang 

telah ditentukan. 

h. Mengesahkan risalah dan hasil keputusan sidang. 
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BAB VIII 

SIDANG - SIDANG DAN PIMPINANNYA 

 

Pasal 19 

Sidang Paripurna 

 

1. Sidang Paripurna MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 dihadiri oleh Peserta Penuh, 

Peserta Biasa dan Peserta Peninjau. 

2. Keputusan Sidang Paripurna adalah merupakan Keputusan MUKERNAS GAPENSI 

Tahun 2022. 

3.  Pimpinan Sidang Paripurna adalah Pimpinan MUKERNAS yang ditetapkan menurut 

Pasal 17 dan 18 Peraturan Tata Tertib ini. 

 

Pasal 20 

Sidang Komisi 

 

1. Sidang-sidang  Komisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini terdiri dari: 

a. Komisi A            : Program Organisasi  

b. Komisi B : Program Kerja dan APBO  

c. Komisi C : Pokok-Pokok Pikiran 

2. Sidang Komisi dabahas dalam 1 (satu) ruangan secara bergantian 

3. Setiap Peserta Penuh dan Peserta Biasa wajib menjadi salah satu Anggota Komisi. 

Peserta Peninjau dianjurkan turut menjadi salah satu Anggota Komisi. 

4. Jumlah anggota setiap Komisi ditetapkan oleh Pimpinan MUKERNAS dengan 

persetujuan Sidang Paripurna MUKERNAS. 

5. Setiap Sidang Komisi didampingi sedikitnya oleh 2 (dua) orang anggota Panitia 

Pengarah (SC) yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pengarah (SC) sebagai nara sumber 

atas rancangan materi MUKERNAS dan bertugas membantu melancarkan jalannya 

Sidang Komisi dimaksud. 

6. Komisi bertugas membantu pemecahan mengenai hal-hal yang menjadi ruang lingkup 

acara sidang dengan memperhatikan saran-saran dan pendapat-pendapat Peserta 

Sidang. 

7. Pimpinan Sidang setiap Komisi dipilih dari antara Peserta Komisi yang bersangkutan 

dan komposisinya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 

(satu) orang Sekretaris. 

Pasal 21 

Tim Perumus 
  
1. Untuk merumuskan dan menyimpulkan hasil Sidang Komisi, dapat dibentuk Tim 

Perumus. Pembentukan Tim Perumus dimaksud ditetapkan secara musyawarah oleh 

Sidang Komisi. 

2. Tim Perumus terdiri dari seluruh Pimpinan MUKERNAS ditambah 2 (dua) orang dari 

masing-masing Komisi. 

3. Hasil rumusan Tim Perumus ditetapkan sebagai usulan Komisi yang dilaporkan 

kepada Sidang Paripurna untuk mendapatkan pengesahan menjadi Keputusan 

MUKERNAS. 
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Pasal 22 

Sifat Persidangan 

 

1. Sidang Paripurna bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup oleh Pimpinan Sidang. 

2. Sidang-sidang Komisi dan Tim Perumus bersifat tertutup. 

 

 

BAB IX 

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 

Pasal 23 

Kuorum 

 

Sesuai dengan Anggaran Dasar GAPENSI Pasal 27, Kuorum diatur sebagai berikut : 
 
1. Musyawarah dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari                 

1/2 (satu per dua) jumlah Peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara. 

2. Bilamana kuorum tidak tercapai, maka Musyawarah dapat ditunda secepat-cepatnya 

10 (sepuluh) menit selambat-lambatnya 1 (satu) jam. 

3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai, maka 

musyawarah dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil 

dinyatakan sah dan mengikat. 

 

Pasal 24 

Pengambilan Keputusan 

 

Sesuai dengan Anggaran Dasar GAPENSI Pasal 28, pengambilan keputusan diatur 

sebagai  berikut : 
 
1. Semua keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-rapat, ditetapkan atas dasar 

musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir 

yang memiliki hak suara.  

2. Apabila dengan usaha musyawarah untuk mufakat tidak juga tercapai keputusan, 

maka keputusannya diambil berdasarkan suara terbanyak dari Peserta Penuh yang 

hadir. 

3. Keputusan yang diambil, harus tidak bertentangan dengan AD - ART GAPENSI. 

4. Dalam hal keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, hasil pemungutan 

suaranya menunjukkan angka sama, maka pemungutan suara diulang sekali lagi. 

Apabila penunjukkan suara masih menghasilkan angka sama, maka keputusan yang 

terakhir diserahkan pada Pimpinan Sidang. 

5. Keputusan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 adalah keputusan yang disahkan 

oleh Sidang Paripurna MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022. 
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BAB X 

TATA CARA PERSIDANGAN,  BICARA, GANGGUAN DAN RISALAH 

 

Pasal 25 

Tata Cara Persidangan dan Bicara 

 

1. Setelah Sidang dibuka, Pimpinan Sidang menjelaskan secara singkat pokok-pokok 

acara Sidang, Pimpinan Sidang wajib menjaga agar sidang berjalan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Tata Tertib dan Pokok-Pokok Acara Sidang. 

2. Setiap pembicara harus mendapat ijin bicara terlebih dahulu dari Pimpinan Sidang, 

dan Pimpinan Sidang dapat mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai peserta 

bicara. 

3. Pembicara berbicara pada gilirannya, menurut waktu dan tempat yang telah 

disediakan dan diatur oleh Pimpinan Sidang. 

Selama berbicara, pembicara tidak boleh diganggu, kecuali kalau Pimpinan Sidang 

menganggap pembicaraan telah menyimpang dari pokok-pokok acara dan waktu yang 

telah ditetapkan. Dalam hal seperti ini Pimpinan Sidang berhak meminta pembicara 

supaya mengakhiri pembicarannya. 

4. Pimpinan Sidang berhak menegur dan memberi peringatan pembicara yang 

menyimpang dari pokok-pokok acara atau mengeluarkan kata-kata yang tidak 

layak/mengganggu ketertiban, agar tertib kembali. Apabila pembicara itu tidak 

mentaati teguran dan peringatan Pimpinan Sidang, maka Pimpinan Sidang dapat 

melarangnya meneruskan pembicaraan dan seterusnya mempersilahkan pembicara 

untuk duduk kembali ke tempatnya. Dan jika yang bersangkutan masih saja tidak 

mentaatinya, Pimpinan Sidang dapat memerintahkan pembicara tersebut untuk 

meninggalkan Sidang. 

5. Apabila diperlukan atas persetujuan sidang, Pimpinan Sidang dapat menunda sidang 

paling lama 1 (satu) jam. 

6. Setiap pembicaraan yang menyangkut usulan  daerah, hanya diutarakan oleh juru 

bicaranya masing-masing (salah satu dari Peserta Penuh) daerah dimaksud dalam 

Sidang Paripurna yang diadakan untuk itu. 

 

Pasal 26 

Gangguan Ketertiban Sidang 

 

1. Apabila peserta melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak/mengganggu 

ketertiban sidang, Pimpinan Sidang memperingatkan agar peserta tersebut 

menghentikan perbuatannya. 

2. Jika peringatan tersebut pada butir 1 Pasal ini tidak diindahkan, Pimpinan Sidang 

dapat mempersilahkan peserta itu untuk meninggalkan ruangan sidang untuk masa 

waktu yang ditentukan Pimpinan Sidang. 

3. Apabila peserta tersebut masih saja tidak mengindahkan ketentuan tersebut pada                 

butir 2 Pasal ini, maka Pimpinan Sidang dapat memberhentikan peserta tersebut dari 

kepesertaannya pada MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022. 
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Pasal 27 

Risalah Sidang 

 

Pimpinan Sidang harus membuat risalah tertulis mengenai jalannya persidangan yang 

berisi sebagai berikut : 

1. Tempat acara sidang. 

2. Hari/tanggal sidang dan jam permulaan serta penutupan sidang. 

3. Nama-nama Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris Persidangan. 

4. Daftar nama-nama Peserta dan Peninjau yang hadir. 

5. Pembicara dan pendapat masing-masing. 

6. Keputusan-keputusan Sidang. 

7. Dan ketetapan-ketetapan lain yang dianggap perlu untuk dicatat. 

 

BAB XI 

LAPORAN KEGIATAN DAN PANDANGAN UMUM 

 

Pasal 28 

Laporan Kegiatan dan Pandangan Umum 

 

1. Laporan Kegiatan Badan Pengurus Pusat GAPENSI disampaikan dalam Sidang 

Paripurna. 

2. Setiap Badan Pengurus Daerah GAPENSI dapat memberikan tanggapan dan 

pandangan umum atas laporan kegiatan Badan Pengurus Pusat GAPENSI melalui juru 

bicaranya masing-masing (salah satu dari Peserta Penuh) dalam Sidang Paripurna 

yang diadakan untuk itu. 

3. Laporan Kegiatan masing-masing Badan Pengurus Daerah GAPENSI, disampaikan 

oleh juru bicaranya masing-masing (salah satu dari Peserta Penuh) dalam Sidang 

Paripurna yang diadakan untuk itu. 

4. Badan Pengurus Pusat GAPENSI dapat memberikan penjelasan terhadap pandangan 

umum dan tanggapan atas laporan kegiatan daerah dalam Sidang Paripurna yang 

diadakan untuk itu. 

 

 

BAB XII 

LAIN-LAIN 

 

Pasal  29 

P e n u t u p 

 

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib, akan diputuskan oleh 

MUKERNAS, yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Tata 

Tertib ini. 
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Pasal 30 

Berlakunya Keputusan 

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 Ditetapkan di      :  JAKARTA  

 Pada Tanggal :  22 JANUARI 2022 

 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 

 

Pimpinan Sidang Sementara, 

 

 

 

 

(Dandung Sri Harninto, ST.MT.)                      (Ir. Herdian Koosnadi) 

                            Ketua                                              Sekretaris 
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PENGESAHAN  

PIMPINAN SIDANG 

MUKERNAS 
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KETETAPAN 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI 

NOMOR : 03/MUKERNAS GAPENSI/2022 
 

Tentang 
 

PENGESAHAN PIMPINAN MUKERNAS 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI DI JAKARTA 

 

Menimbang  : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Musyawarah 

Kerja Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional 

Indonesia, perlu mengesahkan Pimpinan  MUKERNAS. 
 
Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI. 
 

 2. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 104/KEP/BPP/2021 

tanggal 05 November 2021 tentang Pembentukan dan 

Pengesahan Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah (Steering 

Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) 

Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) dan Musyawarah 

Kerja Nasional (MUKERNAS) GAPENSI Tahun 2022. 

   

Memperhatikan : 1. Permusyawaratan dalam Pemilihan Pimpinan Musyawarah 

Kerja Nasional GAPENSI. 

  2. Pembahasan dalam Sidang Paripurna I pada tanggal 22 Januari 

2022. 

  3. Keputusan Sidang Paripurna I pada tanggal 22 Januari 2022. 
 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 1. Mengesahkan Pimpinan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 

dengan susunan sebagai berikut : 

 1.1 Ketua : Ir. Baskoro Efendy 

     ( BPD GAPENSI Provinsi Kalimantan Barat ) 
 
 1.2 Wakil Ketua : Dandung Sri Harninto, ST. MT. 

    ( BPP GAPENSI ) 
 
 1.3 Sekretaris : Hasrat Lukman, Spd.    

  ( BPD GAPENSI Provinsi Sulawesi Barat ) 
 
 1.4 Anggota : Ir. Ruslan Rivai, MM.    

    ( BPP GAPENSI ) 
 
 1.5 Anggota : Hj. Sri Setyorini      

  ( BPD GAPENSI Provinsi Jawa Tengah ) 
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  2. Pimpinan MUKERNAS GAPENSI merupakan Pimpinan Sidang 

Paripurna selama MUKERNAS GAPENSI.  

  3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 

berakhirnya MUKERNAS GAPENSI. 

 

Ditetapkan di  :   JAKARTA 

 Pada tanggal :    21 JANUARI 2022 

 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 
 

Pimpinan Sidang Sementara, 

 

 

 

 

( Dandung Sri Harninto, ST.MT )                           ( Ir.Herdian Koosnadi ) 

                              Ketua                                                              Sekretaris 
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PENGESAHAN  

LAPORAN KEGIATAN  

BPP GAPENSI 
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KETETAPAN 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI 

NOMOR : 04/MUKERNAS GAPENSI/2022  
Tentang  

PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN  

BADAN PENGURUS PUSAT GAPENSI  

UNTUK TAHUN 2019 - 2021 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI DI JAKARTA 

 

Menimbang  : 1. Bahwa masa kepengurusan BPP GAPENSI Masa Bakti Tahun             

2019 – 2024 masih berjalan. 
 
  2. Bahwa MUKERNAS GAPENSI perlu memberikan penilaian 

terhadap Laporan Kegiatan Tahun 2019 – 2021 untuk Masa 

Bakti BPP GAPENSI Tahun 2019 – 2024. 
 
Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI. 
 

 2. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 104/KEP/BPP/2021 

tanggal 05 November 2021 tentang Pembentukan dan 

Pengesahan Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah (Steering 

Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) 

Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) dan Musyawarah 

Kerja Nasional (MUKERNAS) GAPENSI Tahun 2022. 

   

Memperhatikan :  1. Laporan kegiatan BPP GAPENSI untuk Tahun 2019 – 2021 

yang disampaikan kepada MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022 

dalam Sidang Paripurna II tanggal 22 Januari 2022. 
 
   2. Pemandangan Umum dalam Sidang Paripurna II tanggal              

22 Januari 2022. 
 
              3. Keputusan Sidang Paripurna II tanggal 22 Januari 2022. 
 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan    :  1. Menerima baik Laporan Kegiatan BPP GAPENSI untuk Tahun 

2019 – 2021 sebagaimana terlampir pada Ketetapan ini. 
 
    2. Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada BPP GAPENSI atas hasil kerja yang telah 

dilaksanakan dalam menjalankan Program Kerja dan 

Keputusan-Keputusan MUNAS XIV GAPENSI Tahun 2019 

dan MUNASUS GAPENSI Tahun 2019. 
 
                  3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 

berakhirnya MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022. 
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Ditetapkan di  :   JAKARTA 

 Pada tanggal :    22 JANUARI 2022 

 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 
 

Pimpinan Sidang Tetap, 

 
 

 

 

1. Ir. Baskoro Efendy (...........................................) 

 Ketua 

 

 

2. Dandung Sri Harninto, ST.MT. (...........................................) 

 Wakil Ketua 

 

 

3. Hasrat Lukman, Spd. (...........................................) 

 Sekretaris 

 

 

4. Ir. Ruslan Rivai, MM. (...........................................) 

 Anggota 

 

 

5.  Hj.Sri Setyorini (...........................................) 

 Anggota 
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PROGRAM ORGANISASI 
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KETETAPAN 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI 

NOMOR : 05/MUKERNAS GAPENSI /2022 

 

Tentang 

 

PROGRAM ORGANISASI 

 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI TAHUN 2022  

DI JAKARTA 

 

 

Menimbang  : Bahwa Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2022, perlu 

menetapkan hasil Komisi A – Program Organisasi menjadi 

ketetapan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022. 

  

Mengingat  : 1.  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI. 

   

  2. Ketetapan - Ketetapan MUNAS XIV GAPENSI Tahun 2019 di 

Jakarta. 

 

3. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 104/KEP/BPP/2021 tanggal    

05 November 2021 tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia 

Penyelenggara, Panitia Pengarah (Steering Committee) dan 

Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Musyawarah Nasional 

Khusus (MUNASUS) dan Musyawarah Kerja Nasional 

(MUKERNAS) GAPENSI Tahun 2022.  

 

Memperhatikan : 1. Sambutan dan pengarahan dari : 

1.1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I 

1.2. Menteri Investasi/Kepala BKPM 

1.3. Ketua Umum KADIN Indonesia 

1.4. Ketua Umum BPP GAPENSI 

1.5. Ketua Panitia Penyelenggara MUKERNAS GAPENSI 2022 

 

2. Laporan  Kegiatan BPP GAPENSI untuk Tahun              2019 – 

2021. 

3. Rancangan Komisi A – Program Organisasi yang telah 

dipersiapkan oleh Panitia Pengarah (SC) MUKERNAS GAPENSI 

Tahun 2022. 

4. Pemandangan Umum dan Laporan Daerah  pada Sidang Paripurna 

II tanggal 22 Januari 2022. 

5. Pembahasan dan Perumusan dalam Sidang-sidang Komisi pada 

tanggal 22 Januari 2022. 

6. Keputusan Sidang Paripurna III MUKERNAS GAPENSI pada 

tanggal 22 Januari 2022. 
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MEMUTUSKAN 

 

 

Menetapkan    :   1.  Hasil Komisi A – Program Organisasi yang telah disempurnakan 

sebagaimana terlampir, menjadi Ketetapan MUKERNAS 

GAPENSI Tahun 2022. 

    2. Menugaskan kepada Badan Pengurus Pusat GAPENSI Masa Bakti 

Tahun 2019 – 2021 untuk menjabarkan dan melaksanakan 

ketetapan tersebut. 

                   3.  Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  :    JAKARTA 

 Pada tanggal :    22 JANUARI 2022 

 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 

 

Pimpinan Sidang Tetap, 

 

 

 

 

1. Ir. Baskoro Efendy (...........................................) 

 Ketua 

 

 

2. Dandung Sri Harninto, ST.MT. (...........................................) 

 Wakil Ketua 

 

 

3. Hasrat Lukman, Spd. (...........................................) 

 Sekretaris 

  

 

4. Ir. Ruslan Rivai, MM. (...........................................) 

 Anggota 

 

 

5.  Hj.Sri Setyorini (...........................................) 

 Anggota 
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LAMPIRAN 

KETETEPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI 

NOMOR : 05/MUKERNAS GAPENSI/2022 
 

TENTANG 
 

PROGRAM ORGANISASI  

  

GAPENSI sebagai organisasi yang memiliki struktur dari Cabang, Daerah sampai 

Pusat dengan klasifikasi anggota yang beragam (kecil, menengah dan besar),             

di dalam perjalanannya tidak pernah lepas dari tantangan dan juga permasalahan. 

Setiap permasalahan yang berkembang yang dihadapi oleh organisasi dan anggota 

harus disikapi secara arif dan bijaksana dengan mengutamakan musyawarah mufakat, 

persatuan dan  kesatuan,  tanpa melanggar ketentuan organisasi dan merugikan pihak 

lain. 

 

1. BADAN HUKUM DAN AKREDITASI GAPENSI 
 

Akte pendirian organisasi GAPENSI yang berlaku bagi seluruh jajaran organisasi 

baik Pusat, Daerah maupun Cabang hanya ada satu yaitu Akte Pendirian Badan 

Hukum Perkumpulan “Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia”  yang 

disahkan oleh Kemenkum-HAM No.AHU-0019774.AH.01.07 Tahun 2016            

dan Akte Perubahan yang disahkan oleh Kemenkum-HAM 

No.AHU.0000421.AH.01.08.Tahun 2019.  

 

GAPENSI melalui Surat Keputusan LPJK No.1410/IX/2020/03 tanggal 4 September 

2020 tentang  Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi 

Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi telah memperoleh 

akreditasi dengan hak untuk mengutus calon pengurus LPJK dan membentuk 

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha serta kewajiban dalam menjaga terpeliharanya 

akreditasi melalui penyampaian Laporan Kinerja GAPENSI setiap tahun.  

 

2.  KINERJA ORGANISASI 
 

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2020 yang telah dirubah 

melalui Peratuan Pemerintah No.14 Tahun 2021, setiap akhir tahun kinerja 

GAPENSI dipantau dan dievaluasi dengan memperhatikan : Jumlah dan Sebaran 

Anggota, Program Pengembangan Usaha 5 Tahun Kedepan, Pemilihan Pengurus 

Secara Demokratis, Sarana dan Prasarana, dan  Pelaksana Kewajiban sesuai               

Perundang-Undangan, maka diperlukan komitmen bersama bagi seluruh jajaran 

organisasi untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh seluruh variabel kinerja 

GAPENSI sebagaimana disebutkan di atas. 

 

Perubahan pengelolaan organisasi di seluruh jajaran menjadi keniscayaan untuk 

dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan menerapkan sistem 

tatakelola yang baik (GOOD GOVERNANCE) dalam rangka meningkatkan 

pelayanan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha berkelanjutan yang 

transparan dan akuntabel. 
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3. PENGEMBANGAN ORGANISASI 
 

Dengan terbitnya Peraturan Perundang-Undangan baru dan dalam rangka 

menjalankan maksud dan tujuan organisasi sebagaimana amanat Anggaran Dasar 

GAPENSI antara lain  wadah Badan Usaha Jasa Konstruksi, aktif dan kreatif 

membantu pemerintah, berkembangnya kemampuan usaha, terwujudnya pelaksanaan 

jasa konstruksi berkualitas, tersalurkan ide para anggota, maka diperlukan 

pengembangan organiasi GAPENSI sebagai berikut : 

1.  Mempertegas struktur organisasi beserta ketatalaksanaanya untuk menghasilkan 

dan meningkatkan kinerja GAPENSI yang dapat dikendalikan. 

2. Peningkatan kompetensi pengurus dan sekretariat disemua jajaran agar tercipta 

jajaran GAPENSI mandiri di seluruh tingkatan.  

3. Pendataan secara nasional harta kekayaan  yang berada disemua jajaran secara 

terpusat  untuk dimanfaatkan bagi kepentingan GAPENSI dan anggota. 

4.  Pengelolaan Keuangan dilaksanakan secara berjenjang melalui aplikasi keuangan 

digital untuk menghasilkan laporan keuangan terkonsolidasi. 

5.  Penggunaan Sistem Informasi secara penuh baik dalam melaksanakan Rapat 

Pengurus, Rapat Umum Anggota,  penyimpanan data digital organisasi maupun 

media publikasi ke masyarakat. 

6.  Mempertegas tugas dan wewenang Badan Pengurus Pusat GAPENSI dengan 

membentuk tim Koordinator Wilayah untuk memberikan solusi dari 

permasalahan yang terjadi termasuk tindak lanjut dan tanggung jawab setiap 

jajaran GAPENSI di wilayah tersebut. 
 

 

4. PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN 

ANGGOTA 
 

Anggota GAPENSI perlu diberdayakan agar memiliki kompetensi sesuai dengan 

bidang usahanya dan terus berkembang secara berkelanjutan. Untuk itu 

MUKERNAS GAPENSI merekomendasikan pada seluruh jajaran organisasi agar 

melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan, bimbingan, fasilitasi dan berbagai 

langkah yang dapat mendukung tercapainya hal yang dimaksud.  

 

Berbagai kegiatan tersebut antara lain : 
  

▪ Pelayanan perbantuan SDM Badan Usaha Anggota melalui  penugasan dan atau 

pengalihan status kepegawaian. 

▪ Pelayanan pelatihan SDM  

▪ Fasilitasi Pembiayaan Proyek  

▪ Fasilitasi Penjaminan Pelaksanaan  

▪ Fasilitasi Audit Keuangan  

▪ Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Proyek  

▪ Delivery Aplikasi Sistem Manajemen Proyek  

▪ Kerjasama dengan Produsen/Supplier (sebagai Distributor/Agen) peralatan, 

material/bahan baku dan perlengkapan proyek  

▪ Pelayanan pasar sekunder peralatan, material/bahan baku dan perlengkapan proyek 

▪ Advokasi hukum  

▪ Advokasi penyelesaian sengketa 

▪ Pelayanan kolaborasi dan informasi peluang pasar jasa konstruksi. 
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 Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota, terutama dalam proses 

Keanggotaan (KTA) dan Bimbingan dalam memperoleh perizinan berusaha berbasis 

resiko termasuk didalamnnya memperoleh Sertifikat Badan Usaha sebagai 

pemenuhan perizinan beresiko bagi anggota, diperlukan kepastian jadwal waktu 

perolehan perizinan berusaha. Untuk tercapainya pelayanan prima MUKERNAS 

GAPENSI 2022 merekomendasikan untuk dilakukan peningkatan pengetahuan  

seluruh jajaran GAPENSI melalui pelatihan secara berkesinambungan yang 

diselenggarakan oleh BPP GAPENSI.  

 

 

 5. PEMBINAAN INTEGRITAS DAN KEPATUHAN BADAN USAHA 

(ANGGOTA) 
 
Untuk menjalankan amanat Peraturan Perundang-Undangan bahwa setiap anggota 

GAPENSI diwajibkan menyampaikan laporan kinerja setiap tahun terkait dengan 

kepatuhan pada kesesuaian kualitas pekerjaan dan pengelolaan manajemen 

sebagaimana standar mutu, maka MUKERNAS GAPENSI 2022 merekomendasikan 

kepada BPP GAPENSI untuk mempersiapkan bentuk atau format standar sistem 

pelaporan kinerja badan usaha anggota GAPENSI, serta seluruh jajaran organisasi 

melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada badan usaha anggota dalam 

pelaporan kinerja. 

 

 

6. PELAKSANAAN MUNAS XV GAPENSI TAHUN 2024 
 
 Dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan yang terjadi terkait dengan 

regulasi organisasi dan jasa konstruksi, diperlukan flexibilitas disamping efisiensi 

dan efektifitas didalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perubahan AD-ART 

GAPENSI dapat dilakukan bersamaan waktunya  sebelum MUNAS. Adapun waktu 

dan tempat penyelenggaraan MUNAS XV GAPENSI sepenuhnya menjadi 

kewenangan BPP GAPENSI untuk menetapkannya dengan mempertimbangkan 

masukan dan saran dalam MUKERNAS GAPENSI 2022 serta berlandaskan kepada 

AD-ART.  
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Ditetapkan di :  JAKARTA 

Pada tanggal :  22 JANUARI 2022 

 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 

 

Pimpinan Sidang Tetap, 

 

 

1. Ir. Baskoro Efendy (...........................................) 

 Ketua 

 

 

2. Dandung Sri Harninto, ST.MT (...........................................) 

 Wakil Ketua 

 

 

3. Hasrat Lukman, Spd (...........................................) 

 Sekretaris 

 

 

4. Ir. Ruslan Rivai, MM (...........................................) 

 Anggota 

 

 

5.  Hj.Sri Setyorini (...........................................) 

 Anggota 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KERJA 
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KETETAPAN  

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI  

NOMOR : 06/MUKERNAS GAPENSI/2022 
 

Tentang  
 

PROGRAM KERJA  

DAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI (APBO) 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI TAHUN 2022  

DI JAKARTA 

 

 

Menimbang    :  Bahwa Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2022, perlu 

menetapkan hasil Komisi B – Program Kerja dan APBO menjadi 

ketetapan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022. 
 
Mengingat  : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI. 
   
  2. Ketetapan - Ketetapan MUNAS XIV GAPENSI Tahun 2019           

di Jakarta. 
 
 3. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 104/KEP/BPP/2021 tanggal    

05 November 2021 tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia 

Penyelenggara, Panitia Pengarah (Steering Committee) dan 

Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Musyawarah Nasional 

Khusus (MUNASUS) dan Musyawarah Kerja Nasional 

(MUKERNAS) GAPENSI Tahun 2022. 

Memperhatikan : 1. Sambutan dan pengarahan dari : 

1.1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I 

1.2. Menteri Investasi/Kepala BKPM 

1.3. Ketua Umum KADIN Indonesia 

1.4. Ketua Umum BPP GAPENSI 

1.5. Ketua Panitia Penyelenggara MUKERNAS GAPENSI 2022 
 
 2. Laporan Kegiatan BPP GAPENSI untuk Tahun 2019 – 2021. 

                     3. Rancangan Komisi B – Program Kerja dan APBO yang telah 

dipersiapkan oleh Panitia Pengarah (SC) MUKERNAS 

GAPENSI Tahun 2022. 

                      4. Pemandangan Umum dan Laporan Daerah pada Sidang Paripurna 

III tanggal 22 Januari 2022. 

                        5. Pembahasan dan Perumusan dalam Sidang – Sidang Komisi 

tanggal 22 Januari 2022. 

                        6. Keputusan Sidang Paripurna III MUKERNAS GAPENSI tanggal  

22 Januari 2022. 
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MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan      : 1. Hasil Komisi B – Program Kerja dan APBO yang telah 

disempurnakan sebagaimana terlampir, menjadi Ketetapan 

MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022. 

                       2. Menugaskan kepada Badan Pengurus Pusat GAPENSI Masa 

Bakti Tahun 2019 – 2024 untuk menjabarkan dan melaksanakan 

ketetapan tersebut. 

                      3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di :  JAKARTA 

Pada tanggal :  22 JANUARI 2022 

 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 

 

Pimpinan Sidang Tetap, 

 

 

1. Ir. Baskoro Efendy (...........................................) 

 Ketua 

 

 

2. Dandung Sri Harninto, ST.MT (...........................................) 

 Wakil Ketua 

 

 

3. Hasrat Lukman, Spd (...........................................) 

 Sekretaris 

 

 

4. Ir. Ruslan Rivai, MM (...........................................) 

 Anggota 

 

 

5.  Hj.Sri Setyorini (...........................................) 

 Anggota 
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LAMPIRAN 

KETETEPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI 

NOMOR : 06/MUKERNAS GAPENSI/2022 
 

TENTANG 
 

PROGRAM KERJA  

DAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA AORGANISASI 

 

Masa kerja Badan Pengurus Pusat GAPENSI Periode Tahun 2019 -2024 untuk Tahun 

Kerja 2022-2024 merupakan periode yang penuh harapan dan tantangan, seiring dengan 

terbitnya Undang-Undang  No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sekaligus merubah 

Undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan turunannya 

serta timbulnya harapan berakhirnya Pandemi Covid-19 dan Program Pemerintah 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang salah satunya melalui pembangunan 

infrastruktur.     

Program Pemerintah yang telah mencanangkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur 

Nasional sesuai Nawacita merupakan sebuah peluang yang harus disambut dengan baik, 

terutama dalam turut sertanya pelaku usaha jasa konstruksi nasional untuk berkiprah dan 

berpartisipasi dalam pembangunan nasional. 

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital 

untuk mempercepat proses pembangunan nasional disamping memegang   peranan  

penting  sebagai  salah  satu roda  penggerak  pertumbuhan  ekonomi, menciptakan 

pendapatan dan berperan mengurangi angka pengangguran, mengurangi kemiskinan, 

pengembangan sumber daya manusia, peningkatan daya saing industri dan pemerataan 

pembangunan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya diperlukan 

regulasi yang selaras yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan agar 

pelaku usaha jasa konstruksi nasional siap dan mampu bersaing secara regional, nasional 

maupun global. 

Anggaran pembangunan infrastruktur yang  terus meningkat walaupun dalam 2 (dua) 

tahun terakhir ini mengalami penurunan yang signifikan akibat Pandemi Covid-19 

merupakan peluang sekaligus tantangan bagi para penyedia jasa konstruksi nasional, 

khususnya anggota GAPENSI untuk dapat berperan aktif, terutama kesiapan dan 

kesanggupannya dalam mengerjakan pembangunannya, termasuk kesiapan material, 

tenaga kerja dan ketersediaan peralatan. Jangan sampai ketersediaan anggaran 

infrastruktur tersebut tidak dapat dinikmati oleh penyedia jasa konstruksi nasional. Oleh 

karena itu perlu dan harus disikapi oleh seluruh jajaran organisasi GAPENSI dengan 

melakukan berbagai upaya dan langkah serta kebijakan nyata dengan memfokuskan diri 

pada penjabaran Program Kerja organisasi yang ditetapkan oleh MUNAS XIV GAPENSI 

Tahun 2019 secara sistematis dan terukur.   
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GAPENSI sebagai asosiasi badan usaha yang beranggotakan BUJK pelaksana jasa 

pekerjaan konstruksi dengan jumlah anggota terbesar  harus dapat berperan aktif dalam 

meningkatkan kualitas dan kemampuan organisasi dan anggotanya.  Setiap permasalahan 

dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dan anggota perlu diidentifikasi untuk 

mendapatkan perhatian bersama sekaligus untuk dapat dicarikan solusinya. Adapun 

permasalahan organisasi dan anggota yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya 

sebagai berikut : 
 
1. Sebagian personalia Badan Pengurus organisasi kurang optimal dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya secara kasuistik sehingga terkesan Badan Pengurus 

organisasi dikelola kurang profesional dan bukan atas dasar kesadaran dan  

pengabdian kepada organisasi. 

2.  Sebagian besar anggota GAPENSI masih lemah dalam menghayati aspek-aspek 

usaha jasa konstruksi yang terkandung dalam hukum bisnis, manajemen dan 

pemanfaatan teknologi informasi. 

3.  Anggota GAPENSI kualifikasi besar belum maksimal dalam memberdayakan atau 

memberi kesempatan kepada para anggota GAPENSI baik dalam bentuk kerjasama 

operasi dengan sesama anggota GAPENSI, maupun memberikan kesempatan kepada 

anggota GAPENSI kualifikasi kecil dan menengah sebagai sub.kontraktor. 

4.  GAPENSI belum dapat memberikan akses permodalan dari institusi keuangan kepada 

anggota untuk kemudahan berusaha dan mengembangkan usahanya. Sedangkan aset 

GAPENSI dalam bentuk tanah dan bangunan tersebar di seluruh Indonesia dan 

memiliki nilai untuk memperoleh fasilitas permodalan.   

5.  Masih adanya ketimpangan struktur pasar konstruksi, secara hipotetik, 85% nilai 

pasar konstruksi dikuasai oleh kontraktor besar, sedangkan 15% nilai pasar 

konstruksi diperebutkan oleh kontraktor kecil dan pasar konstruksi spesialis belum 

berkembang, keadaan ini menyebabkan persaingan usaha di pasar konstruksi skala 

kecil menjadi tidak sehat dan belum tercipta pasar konstruksi spesialis. 

6. Belum ditegakkannya etika dalam industri konstruksi yang merupakan kunci penting 

dalam memperkuat  struktur industri konstruksi dalam membangun kemitraan 

berdasarkan kepercayaan, pertukaran, dan sinergi yang diharapkan dapat  terciptanya 

kerjasama saling menguntungkan antar rantai suplai konstruksi dengan menjunjung  

tinggi etika pribadi, etika profesional dan etika usaha.  

Peluang dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dan anggota 

hendaknya menjadi perhatian bagi seluruh jajaran GAPENSI yang perlu disikapi dengan 

melakukan berbagai kebijakan dan langkah pembenahan dan perbaikan secara terus 

menerus, baik internal maupun eksternal organisasi sehingga GAPENSI akan mampu 

memanfaatkan peluang yang ada sekaligus mampu menghadapi setiap permasalahan dan 

tantangan yang muncul, terutama dalam upaya pembinaan dan mendukung anggota dapat  

bersaing secara regional, nasional maupun global. 
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Ditetapkan di :  JAKARTA 

Pada tanggal :  22 JANUARI 2022 

 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 

 

Pimpinan Sidang Tetap, 

 

 

1. Ir. Baskoro Efendy (...........................................) 

 Ketua 

 

 

2. Dandung Sri Harninto, ST.MT (...........................................) 

 Wakil Ketua 

 

 

3. Hasrat Lukman, Spd (...........................................) 

 Sekretaris 

 

 

4. Ir. Ruslan Rivai, MM (...........................................) 

 Anggota 

 

 

5.  Hj.Sri Setyorini (...........................................) 

 Anggota 
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TABEL PROGRAM KERJA 

MUKERNAS GAPENSI 2022  
 

STRATEGI (1) 
 
Melakukan konsolidasi terus menerus pada seluruh jajaran Badan Pengurus diseluruh tingkatan organisasi dalam rangka pelayanan dan 

peningkatan kapasitas anggota GAPENSI demi terciptanya usaha jasa konstruksi yang profesional, handal, berintegritas dengan 

mengimplementasikan sistem informasi berbasis teknologi. 

 

NO PROGRAM KERJA RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN KETERANGAN 

1.1 Menata dan menyempurnakan organisasi di 

seluruh tingkatan organisasi agar dapat 

mengantisipasi tugas-tugas organisasi yang 

diamanatkan oleh peraturan perundangan. 

 

Menghimbau kepada BPD dan BPC untuk segera 

melakukan pendataan sarana dan prasarana dan 

kepastian status kepemilikan untuk dikelola dalam 

rangka diperoleh manfaatnya oleh GAPENSI di setiap 

jajaran organisasi. 

 

 

Sosialisasi dan pembekalan Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001:2015 kepada BPD dan BPC. 

 

 

Perbaikan Jobdesk sesuai dengan amanat perubahan 

AD-ART GAPENSI. 

 

 

1.2 Mendorong anggota GAPENSI kualifikasi 

besar di seluruh Indonesia untuk 

memanfaatkan kapasitas anggota GAPENSI 

kualifikasi kecil dan menengah di daerah 

sebagai sub-kontraktor dengan memanfaatkan 

sistem informasi konstruksi anggota 

Sosialisasi dan pembekalan petugas IT/website di 

BPD/BPC untuk mengoperasikan website  gapensi.or.id 

 

1.3 Meningkatkan dan menjaga jumlah anggota, 

terutama bagi BPD/BPC GAPENSI yang 

jumlah anggotanya belum memenuhi 

Menyelesiakan aplikasi sistem rantai pasok konstruksi 

GAPENSI. 

 

Mengembangkan sistem akses pasar digital untuk  
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ketetentuan dan syarat akreditasi untuk 

ditingkatkan. 

dilaksanakan oleh jajaran kepengurusan GAPENSI. 

 

Pengembangan Program pendidikan dan pelatihan kerja 

disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi SDM sektor 

konstruksi. 

 

 

1.4 Mendorong seluruh jajaran organisasi untuk 

melakukan  re-evaluasi aset dalam rangka 

akses ke institusi keuangan untuk kemudian 

dimuat dalam bank data sebagai data rantai 

pasok yang dapat diakses oleh anggota 

melalui sistem informasi konstruksi anggota.  

 

Re-evaluasi aset terdata bersama BPD dan Apprasial.   

1.5 

 

Mendorong dan membina anggota GAPENSI 

kualifikasi menengah dan kecil untuk menjadi 

kontraktor spesialis dalam rangka 

membangun rantai pasok  usaha konstruksi 

angota. 

 

Mendorong dan membina anggota GAPENSI 

kualifikasi menengah dan kecil untuk menjadi 

kontraktor spesialis dalam rangka membangun rantai 

pasok  usaha konstruksi anggota. 

 

1.6 Mendorong dan membina anggota GAPENSI 

kualifikasi menengah dan kecil untuk menjadi 

kontraktor spesialis dalam rangka 

membangun rantai pasok  usaha konstruksi 

angota. 

Sosialisasi dan pemanfaatan sistem informasi rantai 

pasok pada sistem informasi GAPENSI. 

 

1.7 Membangun sistem informasi konstruksi 

anggota GAPENSI berbasis Industri, 

mencakup sistem komunikasi pengurus, 

database dan kinerja anggota, informasi rantai 

pasok dan market place konstruksi Indonesia 

yang ter-integrasi dengan sistim informasi 

konstruksi Indonesia yang dikelola 

pemerintah. 

Sosialisasi dan pemanfaatan sistem informasi 

GAPENSI. 
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STRATEGI (2) 
 
Berkoordinasi, berkomunikasi dan berinteraksi secara proaktif dan transparan dengan para pemangku kepentingan  dalam rangka meningkatkan 

kerjasama dan kesamaan pandang, langkah dan tujuan demi terciptanya iklim usaha yang kondusif. 

 

NO PROGRAM KERJA RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN KETERANGAN 

2.1 
 
Mengadakan hubungan yang intensif dengan 

berbagai instansi dan atau lembaga pembuat 

kebijakan yang terkait dengan Usaha Jasa 

Konstruksi. 

 

Membangun komunikasi dan hubungan kerjasama 

secara intens antara lain dengan Kemen PUPR, 

Kemenaker, Kemenhub, Bappenas, LKPP, LPJK, dan 

instansi pemerintah lainnya. 

 

 

Mendorong kepada seluruh jajaran organisasi untuk 

membangun hubungan kerjasama yang intens dengan 

Pemprov, Pemkab dan Pemkot setempat. 

 

Sosialisasi dan pemberdayaan anggota GAPENSI pada  

program Unsolicited KBBU dengan memanfaatkan 

jaringan investor yang sudah diinisisasi. 

 

2.2 Mengadakan kerjasama dengan lembaga-

lembaga yang terkait dengan Usaha Jasa 

Konstruksi. 

 

Mengembangkan hubungan kerjasama secara intens 

dengan KPPU, BPK, BPKP, Kejaksaan RI, KPK, 

Kepolisian dan lembaga lainnya. 

 

2.3 Memfasilitasi advokasi di bidang hukum 

dalam rangka memberikan perlindungan 

hukum kepada anggota  dan memfasilitasi 

advokasi konsultansi di bidang perpajakan 

dalam rangka memberikan penyuluhan 

perpajakan . 

 

Mengadakan kerjasama dengan advokasi di bidang 

hukum.  

 

 

Mengadakan kerjasama dengan konsultan pajak. 

 

 

Meningkatkan kerjasama dengan IARBI  

Menyelenggarakan seminar/simposium/diskusi dan 

sejenisnya           untuk mendukung program advokasi 

bidang hukum dan kebijakan publik. 
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2.4 Memanfaatkan forum-forum pertemuan 

regional, nasional, wilayah, daerah dan 

cabang secara terkoordinasi, efektif, 

konsepsional dan berkesinambungan untuk 

menuntaskan berbagai hambatan, baik untuk 

kepentingan organisasi maupun kemajuan 

usaha anggota. 

Menghadiri seluruh kegiatan forum-forum dan 

pertemuan 

 

Program kerjasama dengan media cetak dan elektronik  

2.5 Melakukan inventarisasi beban-beban 

ekonomi biaya tinggi pada usaha jasa  

konstruksi baik di pusat maupun di daerah 

dan memperjuangkan untuk dihapus. 

 

Melakukan kerjasama dengan lembaga survey dalam 

rangka pengumpulan data dan informasi penyebab 

beban ekonomi biaya tinggi. 

 

 Mendesak kepada para pemangku kepentingan untuk 

bersama-sama dalam mengatasi beban ekonomi biaya 

tinggi di sektor konstruksi. 

 

 

STRATEGI (3) 
 
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Badan Pengurus organisasi dan Badan Usaha anggota GAPENSI melalui kegiatan 

pendidikan dan pelatihan  berkelanjutan. 

 

NO PROGRAM KERJA RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN KETERANGAN 

3.1 Mendorong BPD untuk meningkatkan 

kegiatan pelatihan SDM bagi anggota 

GAPENSI di wilayah masing-masing secara 

berkelanjutan sesuai kebutuhan dan 

perkembangan. 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Diklat 

oleh BPD. 

 

 

Melakukan kerjasama dengan pihak terkait mengenai 

pemahaman prinsip-prinsip SCM (suplay chain 

menajemen /manajemen rantai pasok. 

 

3.2 Menggali dana-dana yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan kegiatan pendidikan dan 

pelatihan. 

 

Mendorong BPD dan BPC melakukan kerjasama 

dengan Pemerintah Daerah, swasta peduli pendidikan, 

dan lain-lain. 
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3.3 Meningkatkan kerjasama dengan institusi di 

bidang pendidikan dan pelatihan SDM baik di 

dalam dan di luar negeri. 

 

Melanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga, baik 

Lembaga Diklat, Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, 

dan pihak terkait lainnya 
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ANGGARAN PENDAPATAN  DAN BELANJA ORGANISASI 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

Anggaran pendapatan dan belanja organisasi merupakan perwujudan dari pengelolaan 

keuangan organisasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan MUKERNAS 

GAPENSI 2022 dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab  dalam  

rangka  menunjang kegiatan organisasi dan melaksanakan program kerja Badan 

Pengurus Pusat GAPENSI sisa masa bakti Tahun 2019 – 2024. 
 

Rancangan anggaran pendapatan dan belanja organisasi diajukan oleh BPP GAPENSI 

untuk dibahas bersama dalam MUKERNAS GAPENSI 2022  dengan memperhatikan 

situasi dan kondisi yang terjadi sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 serta 

proyeksi sampai dengan Maret 2024.  Untuk itu  Rencana  Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Organisasi Badan Pengurus Pusat GAPENSI (RAPBO BPP GAPENSI ) yang 

diberlakukan mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2024 (terlampir), 

dengan sistem anggaran berimbang antara pendapatan dan belanja. 
 

Pendapatan organisasi tahun 2020 - 2021 pada hakekatnya diperoleh dari program 

Registrasi dan Her-Registrasi Keanggotaan yang meliputi uang pangkal, uang iuran 

dan pendapatan dari aspek kontribusi layanan jasa Verifikasi dan Validasi Awal 

proses penerbitan Sertifikasi Badan Usaha anggota GAPENSI sebagaimana tercantum 

dalam Peraturan LPJK, disamping dari sumber-sumber lain yang bersifat tidak 

mengikat dan sesuai ketentuan organisasi. Terjadi bencana Pandemi Covid-19 

berdampak pada kegiatan usaha anggota sebagai perubahan kebijakan pemerintah 

mengalihkan anggaran pembangunan infrasturktur sekaligus berakibat pada 

penurunan pendapatan dari program Registrasi dan Her-Registrasi Keanggotaan 

sebesar 39.5 % dari rencana pendapatan 2019-2021 kepengurusan BPP GAPENSI 

periode 2019-2024. 
 

Rencana Pendapatan organisasi 2022 – 2024 yang diperoleh dari program Registrasi 

dan Her-Registrasi Keanggotaan mempertimbangkan kondisi BUJK nasional saat ini  

untuk membebaskan  uang pangkal, dengan demikian hanya uang iuran yang 

direncanakan sebagai pendapatan dengan asumsi jumlah sebagai berikut : 
 

 
 

Proyeksi jumlah anggota sebagaimana table di atas pada asumsi 87% kualifikasi 

Kecil, 14% kualifikasi Menengah, 1% kualifikasi Kecil dan 3% Klasifikasi Spesialis.  
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Dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang 

sekaligus merubah Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan 

terbitnya peraturan turunannya serta besarnya biaya sertifikasi per subklasifikasi yang 

diatur pada Keputusan Menteri PUPR No.559/KPTS/M/2021 tentang Penetapan 

Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha 

Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi, 

maka rencana pendapatan yang sebelumnya diperoleh dari konstribusi Sertifikasi 

(VVA) sebagaimana yang ditetapkan dalam MUNAS XIV GAPENSI tetap 

direncanakan dalam bentuk biaya langsung (tinjauan permohonan dan keputusan 

sertifikasi) yang melibatkan jajaran organisasi BPC, BPD dan BPP dalam setiap 

penerbitan Sertifikasi. Proyeksi jumlah subklasifikasi sebagaimana proyeksi jumlah 

anggota yang kemudian digunakan sebagai biaya langsung keterlibatan BPC, BPD 

dan BPP sebagai berikut : 
 

 
 

Memperhatikan terbitnya lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT. Gamana Krida 

Bhakti yang dibentuk GAPENSI melalui keputusan Rapat Pengurus Lengkap BPP 

GAPENSI sebagaimana amanat peraturan perundangan, maka salah satu sumber 

pendapatan  organisasi dapat diperoleh dari hasil usaha setelah dipotong pajak 

penghasilan badan (PPh Pasal 25) yang kemudian dituangkan dalam rancangan APBO 

ini. 

   

Adapun penetapan  besarnya uang iuran pendapatan dari keterlibatan jajaran 

organisasi BPC, BPD dan BPP sebagai  berikut : 
 

 

1. UANG IURAN ANGGOTA BIASA  
 

 

 

 

 

 

 

Rancangan APBO tidak memperhitungkan uang pangkal dengan 

mempertimbangkan kondisi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di 

masa pandemic dan pesyaratan sertifikat standar perizinan berusaha berbasis 

resiko yang ketat. Namun demikian BPP GAPENSI akan menetapkan biaya uang 

pangkal dalam Juklak RH pada setiap awal tahun. 
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2. UANG  IURAN ANGGOTA LUAR BIASA  

  

 Uang Iuran  per-bulan untuk semua Anggota Baru dan Lama  = Rp.  2.500.000,- 
 

 

3. PENERIMAAN PROSES SERTIFIKASI  BADAN USAHA 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

II. PEMBAGIAN PORSI KEUANGAN 
 

Pembagian keuangan antara BPP, BPD dan BPC GAPENSI mengikuti ketentuan yang 

ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) GAPENSI Pasal 35. Perimbangan 

pembagian keuangan yang diperoleh dari uang pangkal, uang iuran dan jasa pelayanan 

penerbitan Sertifikat Badan Usaha ditetapkan sebagai berikut : 

a. Untuk BPC sebesar 60% 

b. Untuk BPD sebesar 30% 

c. Untuk BPP sebesar 10% 
 

Khusus untuk cabang-cabang di Ibukota Provinsi, pembagian uang pangkal, uang 

iuran dan uang jasa pelayanan sertifikasi penerbitan Sertifikat Badan Usaha diatur 

sebagai berikut : 

a. Untuk BPC sebesar 45% 

b. Untuk BPD sebesar 45% 

b. Untuk BPP sebesar 10% 
 

Pembagian keuangan yang diperoleh dari keuntungan bersih LSBU GAPENSI diatur 

sebagai berikut : 

a. Untuk BPC sebesar 60% 

b. Untuk BPD sebesar 30% 

c. Untuk BPP  sebesar 10% 
 

 

III. REKAPITULASI 
 

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi Badan Pengurus 

Pusat GAPENSI Masa Bhakti Tahun 2019-2024 berikut tabelnya tercantum dalam 

lampiran ini. 
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REKAPITULASI 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ORGANISASI 

BADAN PENGURUS PUSAT GAPENSI 

SISA MASA BHAKTI TAHUN 2019– 2024 

 

SALDO AWAL  (Januari 2022) 
 

 

• Pada Tabungan Deposito     = Rp.      

• Pada Kas/Bank      = Rp.         20.047.945,- 

Total  Saldo Awal  = Rp.         20.047.945,-  

 

RENCANA PENDAPATAN 

 

Penerimaan Tahun 2022  (Januari – Desember)   = Rp.      6.326.458.810,- 

Penerimaan Tahun 2023  (Januari – Desember)   = Rp.      7.348.199.865,- 

Penerimaan Tahun 2024  (Januari – Maret)    = Rp.      2.614.149.966,- 

Total Penerimaan  (A) = Rp.    16.288.808.641,- 
 

         Total Saldo Awal + (A) = Rp.    16.288.808.641,- 
 

RENCANA BELANJA 

   

Pengeluaran Tahun 2022  (Januari – Desember)   = Rp.      5.846.500.000,-

Pengeluaran Tahun 2023  (Januari – Desember)   = Rp.      4.244.000.000,- 

Pengeluaran  Tahun 2024 (Januari – Maret)   = Rp.      5.069.916.667,- 
 

Total Belanja  (B)  = Rp.    15.160.416.667,- 
 

SALDO AKHIR Per-31 Maret 2024  

Total  Saldo Akhir  (A ) – (B)      = Rp.     1.148.439.919,- 
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2022 2023 2024

Jan-Des Jan-Des Jan-Mar

1 2 3 4 5 6 7 8

SALDO AWAL

Pada Tabungan Deposito -                    -                    -                      -                      -                    

Pada Kas/ Bank 20,047,945        500,006,755      3,604,206,620     4,124,261,319      111,466,522       

PENDAPATAN (PENERIMAAN)

1 400 Uang Pangkal & Iuran Anggota 2,514,000,000    3,921,840,000    1,357,560,000       7,793,400,000      210,632,432       

2 401 Kontribusi Proses Sertifikasi 551,569,921       165,470,976       41,367,744          758,408,641         20,497,531        

3 405 Piutang 1,120,888,889    1,120,888,889    280,222,222         2,522,000,000      68,162,162        

4 406 Hasil Usaha Badan /Lembaga setelah PPh 25 900,000,000       900,000,000       225,000,000         2,025,000,000      

406.01 Bunga Deposito & Jasa Giro -                    -                    -                      -                      -                    

406.02 Sponsorship 400,000,000      400,000,000      500,000,000        1,300,000,000      35,135,135        

Sewa ruangan 840,000,000      840,000,000      210,000,000        1,890,000,000      51,081,081        

Lain-lain -                      

TOTAL PENERIMAAN 6,326,458,810 7,348,199,865 2,614,149,966   16,288,808,641 385,508,342    

SALDO AWAL (Kas) + TOTAL PENERIMAAN (A) 6,346,506,755 7,848,206,620 6,218,356,586   20,413,069,960 496,974,864    

BELANJA (PENGELUARAN)

500 SEKRETARIAT

1 500.01 Gaji Sekretariat dan PPh 966,000,000       966,000,000       241,500,000         2,173,500,000      58,743,243        

2 500.02 Tunjangan Hari Raya 161,000,000       161,000,000       80,500,000           402,500,000         10,878,378        

3 500.03 Tunjangan Kesehatan/Kesejahteraan Staff 65,000,000         65,000,000         16,250,000           146,250,000         3,952,703          

4 500.04 Pendidikan & Pelatihan Staff 35,000,000         35,000,000         10,000,000           80,000,000          2,162,162          

5 500.05 Pakaian Seragam 15,000,000         15,000,000         -                       30,000,000          810,811             

6 500.06 Pengadaan Alat Tulis Kantor & Cetakan 20,000,000         20,000,000         6,666,667             46,666,667          1,261,261          

7 500.07 Benda-benda Pos dan Jasa Pengiriman/Ekspedisi 18,000,000         18,000,000         4,500,000             40,500,000          1,094,595          

8 500.08 Biaya Operasional/Transportasi 45,000,000         47,000,000         49,000,000           141,000,000         3,810,811          

9 500.09 Telepon/ Internet/ Fax/ E-mail 90,000,000         94,000,000         99,000,000           283,000,000         7,648,649          

10 500.10 Rekening Listrik 125,000,000       130,000,000       136,000,000         391,000,000         10,567,568        

11 500.11 Langganan Majalah & Koran 6,000,000           6,000,000           2,000,000             14,000,000          378,378             

12 500.12 Jamuan Tamu 36,000,000         36,000,000         12,000,000           84,000,000          2,270,270          

13 500.13 Keperluan Rumah Tangga Sekretariat 36,000,000         38,000,000         40,000,000           114,000,000         3,081,081          

Jumlah 1,618,000,000 1,631,000,000 697,416,667      3,946,416,667   106,659,910    

502 PEMBINAAN ANGGOTA

14 502.01 Pengusahaan Permodalan Anggota 25,000,000         10,000,000         10,000,000           45,000,000          1,216,216          

15 502.02 Pengembangan Usaha Anggota 25,000,000         10,000,000         10,000,000           45,000,000          1,216,216          

16 502.03  Registrasi Keanggotaan 65,000,000         65,000,000         65,000,000           195,000,000         5,270,270          

17 502.04 Pendidikan dan Pelatihan 100,000,000       100,000,000       100,000,000         300,000,000         8,108,108          

18 502.05 Advokasi Anggota dan Advokasi Kebijakan Publik 25,000,000         10,000,000         10,000,000           45,000,000          1,216,216          

19 502.06 Sistem Informasi Keanggotaan 20,000,000         10,000,000         10,000,000           40,000,000          1,081,081          

20 502.07 Peningkatan Kemampuan Usaha Anggota 20,000,000         10,000,000         10,000,000           40,000,000          1,081,081          

Jumlah 280,000,000    215,000,000    215,000,000      710,000,000      19,189,189      

URAIAN

TAHUN 2016 - 2019
APBO (rata-rata) 

PER-BULAN

TABEL 

ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA ORGANISASI

BADAN PENGURUS PUSAT GAPENSI

PERIODE  JANUARI 2022 - MARET 2024

MATA 

ANGGARAN
NO TOTAL APBO   

2022 - 2024
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503 PEMBERDAYAAN DAERAH

21 503.01 Distribusi hasil Usaha 810,000,000       810,000,000       202,500,000         1,822,500,000      49,256,757        

22 503.02 Sistem Administrasi Kesekretariatan Organisasi 50,000,000         20,000,000         20,000,000           90,000,000          2,432,432          

23 503.03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 50,000,000         25,000,000         25,000,000           100,000,000         2,702,703          

Jumlah 910,000,000    855,000,000    247,500,000      2,012,500,000   54,391,892      

504 PENGEMBANGAN ORGANISASI

24 504.02 Peningkatan Citra Organisasi 50,000,000         50,000,000         50,000,000           150,000,000         4,054,054          

25 504.04 Penelitian dan Pengembangan 25,000,000         10,000,000         10,000,000           45,000,000          1,216,216          

Jumlah 75,000,000      60,000,000      60,000,000        195,000,000      5,270,270        

505 KELEMBAGAAN (KEMITRAAN)

26 505.01 Peningkatan Kerjasama Strategis 50,000,000         25,000,000         25,000,000           100,000,000         2,702,703          

Jumlah 50,000,000      25,000,000      25,000,000        100,000,000      2,702,703        

506 MUSYAWARAH dan RAPAT

27 506.01 Musyawarah Nasional (MUNAS) -                    -                    2,300,000,000     2,300,000,000      62,162,162        

28 506.02 Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) 600,000,000       -                    -                      600,000,000         

29 506.03 Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) 600,000,000       -                    -                       600,000,000         16,216,216        

30 506.04 Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) 250,000,000       250,000,000       250,000,000         750,000,000         20,270,270        

31 506.05 Musyawarah Daerah (MUSDA) 150,000,000       125,000,000       125,000,000         400,000,000         10,810,811        

32 506.06 Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) 100,000,000       75,000,000         75,000,000           250,000,000         6,756,757          

33 506.07 Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) 30,000,000         30,000,000         30,000,000           90,000,000          2,432,432          

34 506.08 Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) 10,000,000         10,000,000         10,000,000           30,000,000          810,811             

35 506.09 Rapat-rapat Internal dan Eksternal (Jamuan, dll) 160,000,000       160,000,000       160,000,000         480,000,000         12,972,973        

36 506.10. Konsolidasi Organisasi 130,000,000       100,000,000       100,000,000         330,000,000         8,918,919          

37 506.11 Musyawarah Lembaga 11,000,000         11,000,000         11,000,000           33,000,000          891,892             

38 506.12 Musyawarah KADIN 11,000,000         11,000,000         11,000,000           33,000,000          891,892             

Jumlah 2,052,000,000 772,000,000    3,072,000,000   5,896,000,000   143,135,135    

507 KONTRIBUSI ANGGOTA

39 507.01 Iuran Tahunan Kadin Indonesia 9,000,000           9,000,000           9,000,000            27,000,000          729,730             

40 507.02 Titipan Sertifikasi dan Registrasi LPJKN -                      

Jumlah 9,000,000        9,000,000        9,000,000          27,000,000        729,730            

508 PENGADAAN

41 508.01 Cetak Buku Ketetapan MUNAS -                    -                    15,000,000          15,000,000          405,405             

42 508.02 Cetak Buku Ketetapan MUKERNAS 15,000,000         -                    -                      15,000,000          405,405             

43 508.03 Cetak AD & ART GAPENSI 12,500,000         -                    -                      12,500,000          337,838             

44 508.04 Cetak Buku Sejarah GAPENSI -                    -                    50,000,000          50,000,000          1,351,351          

45 508.05 Cetak Agenda & Kalender GAPENSI 60,000,000         60,000,000         60,000,000          180,000,000         4,864,865          

Jumlah 87,500,000      60,000,000      125,000,000      272,500,000      7,364,865        

509 INVESTASI

46 509.01 Tabungan Pengembangan BPP -                    -                    -                      -                      -                    

47 509.02 Pengembangan Graha GAPENSI -                    -                    -                      -                      -                    

48 509.03 Pengadaan Inventaris Kantor 180,000,000       60,000,000         50,000,000          290,000,000         7,837,838          

Jumlah 180,000,000    60,000,000      50,000,000        290,000,000      7,837,838        
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510 PEMELIHARAAN (MAINTENANCE)

49 510.01 Pemeliharaan Gedung/Graha GAPENSI 120,000,000       100,000,000       100,000,000         320,000,000         8,648,649          

50 510.02 Pemeliharaan Peralatan Kantor 40,000,000         40,000,000         40,000,000           120,000,000         3,243,243          

51 510.03 Pemeliharaan Kendaraan Operasional 10,000,000         12,000,000         14,000,000           36,000,000          972,973             

52 510.04 PBB Graha GAPENSI, Pajak Reklame dan Gangguan 40,000,000         45,000,000         50,000,000           135,000,000         3,648,649          

Jumlah 210,000,000    197,000,000    204,000,000      611,000,000      16,513,514      

511 PENGELOLAAN KEUANGAN

53 511.01 Administrasi Bank 5,000,000           5,000,000           5,000,000             15,000,000          405,405             

54 511.02 Audit Fee Akuntan 30,000,000         15,000,000         20,000,000           65,000,000          1,756,757          

55 511.03 Audit ISO - Mutu 18,000,000         18,000,000         18,000,000           54,000,000          

Jumlah 53,000,000      38,000,000      43,000,000        134,000,000      2,162,162        

512 LAIN-LAIN

56 512.01 Peringatan Ulang Tahun GAPENSI 42,000,000         42,000,000         42,000,000           126,000,000         3,405,405          

57 512.02 Halal Bihalal dan Gema Ramadhan 100,000,000       100,000,000       100,000,000         300,000,000         8,108,108          

58 512.03 Iklan Kemitraan 70,000,000         70,000,000         70,000,000           210,000,000         5,675,676          

59 512.04 Bhakti Sosial 10,000,000         10,000,000         10,000,000           30,000,000          810,811             

60 512.05 Lain-lain 100,000,000       100,000,000       100,000,000         300,000,000         8,108,108          

Jumlah 322,000,000    322,000,000    322,000,000      966,000,000      26,108,108      

TOTAL PENGELUARAN (B) 5,846,500,000 4,244,000,000 5,069,916,667   15,160,416,667 392,065,315    

SALDO AKHIR (A-B) 500,006,755    3,604,206,620 1,148,439,919   5,252,653,293   104,909,548    

KETERANGAN PADA SALDO AKHIR:

Pada Kas & Bank 500,006,755    3,604,206,620 1,148,439,919   5,252,653,293   141,963,603    

Pada Tabungan Deposito -                   -                   -                     -                      -                    
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POKOK-POKOK PIKIRAN 
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KETETAPAN  

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI  

NOMOR : 07/MUKERNAS GAPENSI/2022 

 

Tentang  

 

POKOK POKOK PIKIRAN 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI TAHUN 2022  

DI JAKARTA 

 

Menimbang    :  Bahwa Musyawarah Kerja Nasional GAPENSI Tahun 2022, perlu 

menetapkan hasil Komisi C – Pokok-Pokok Pikiran menjadi 

Ketetapan MUKERNAS GAPENSI Tahun 2022. 

 

Mengingat  : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPENSI. 

   

  2. Ketetapan - Ketetapan MUNAS XIV GAPENSI Tahun 2019            

di Jakarta. 

 

 3. Keputusan BPP GAPENSI Nomor : 104/KEP/BPP/2021 tanggal    

05 November 2021 tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia 

Penyelenggara, Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia 

Pelaksana (Organizing Committee) Musyawarah Nasional Khusus 

(MUNASUS) dan Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) 

GAPENSI Tahun 2022.  

  

Memperhatikan : 1. Sambutan dan pengarahan dari : 

1.1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I 

1.2. Menteri Investasi/Kepala BKPM 

1.3. Ketua Umum KADIN Indonesia 

1.4. Ketua Umum BPP GAPENSI 

1.5. Ketua Panitia Penyelenggara MUKERNAS GAPENSI 2022 

 

 2.  Laporan Kegiatan BPP GAPENSI untuk Tahun  2019 – 2021. 

        3.  Rancangan Komisi C – Pokok-Pokok Pikiran yang telah 

dipersiapkan oleh Panitia Pengarah (SC) MUKERNAS GAPENSI 

Tahun 2022. 

                        4.  Pemandangan Umum dan Laporan Daerah pada Sidang Paripurna II 

tanggal 22 Januari 2022. 

   5.  Pembahasan dan Perumusan dalam Sidang – Sidang Komisi tanggal 

22 Januari 2022. 

                    6.  Keputusan Sidang Paripurna III MUKERNAS GAPENSI tanggal  

22 Januari 2022. 
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MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan      : 1.  Hasil Komisi C – Pokok-Pokok Pikiran yang telah disempurnakan 

sebagaimana terlampir, menjadi Ketetapan MUKERNAS GAPENSI 

Tahun 2022. 

                       2.  Menugaskan kepada Badan Pengurus Pusat GAPENSI Masa Bhakti 

Tahun 2019 – 20214 untuk menjabarkan dan melaksanakan 

ketetapan tersebut. 

                        3.  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  :    JAKARTA 

 Pada tanggal :    22 JANUARI 2022 

 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 

 

Pimpinan Sidang Tetap, 

 

 

 

 

1. Ir. Baskoro Efendy (...........................................) 

 Ketua 

 

 

2. Dandung Sri Harninto, ST.MT (...........................................) 

 Wakil Ketua 

 

 

3. Hasrat Lukman, Spd (...........................................) 

 Sekretaris 

 

 

4. Ir. Ruslan Rivai, MM (...........................................) 

 Anggota 

 

 

5.  Hj.Sri Setyorini (...........................................) 

 Anggota 
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LAMPIRAN 

KETETEPAN MUSYAWARAH KERJA NASIONAL GAPENSI 

NOMOR : 07/MUKERNAS GAPENSI/2022 
 

TENTANG 
 

POKOK-POKOK PIKIRAN 

 

Dalam rangka  meningkatkan kembali daya saing pelaku usaha jasa konstruksi Nasional  

setelah berakhirnya  Pandemi Covid-19 dalam memasuki era pembangunan ekonomi 

Nasional,  serta berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja diperlukan 

dukungan regulasi Pemerintah yang dapat memperkuat keberadaan pelaku usaha jasa 

konstruksi Nasional agar mampu bersaing dan siap berpartisipasi dalam pembangunan 

infrastruktur Nasional. 

GAPENSI sangat mengapresiasi kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan anggaran 

infrastruktur dalam belanja negara yang cukup signifikan.  Anggaran infrastruktur yang  

direncanakan Pasca Pandemi Covic-19  merupakan peluang sekaligus tantangan bagi para 

penyedia jasa konstruksi Nasional, khususnya anggota GAPENSI untuk dapat berperan 

aktif, terutama kesiapan dan kesanggupannya dalam mengerjakan pembangunan 

infrastruktur, termasuk kesiapan material, tenaga kerja dan ketersediaan peralatan.  

Oleh karena itu keadaan ini perlu disikapi oleh seluruh jajaran organisasi GAPENSI 

dengan melakukan berbagai upaya dan langkah nyata yang dapat membawa pelaku usaha 

jasa konstruksi nasional siap dan mampu bersaing  secara regional, lokal maupun global.  
 
Dalam rangka mewujudkan pelaku usaha jasa konstruksi nasional yang lebih mandiri, 

profesional, berkualitas dan berdaya saing, maka melalui MUKERNAS GAPENSI Tahun 

2022, GAPENSI menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran sebagai   berikut : 

 

I. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG 

CIPTA KERJA SEBAGAI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 

TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 
 
Alternatif Pokok-Pokok Pikiran yang perlu diputuskan pada MUKERNAS 

GAPENSI : 

 

1.  Diusulkan oleh SC MUKERNAS BPP GAPENSI :  
 
 MUKERNAS GAPENSI mendesak kepada pemerintah untuk segera 

menerbitkan regulasi relaksasi terhadap peraturan perundangan yang mengatur 

persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di sektor PUPR dalam kurun 

waktu 2 (dua) tahun,  dasar pertimbangan bahwa selama Pandemi Covid 19 

melanda sepanjang tahun 2020 – 2021 kegiatan usaha pelaku usaha konstruksi 

mengalami penurunan tajam yang berpengaruh langsung terhadap perolehan 

penjualan tahunan,  menurunkan nilai equitas, ketidakmampuan berinvestasi pada 

peralatan  serta terkendala dalam penambahan jumlah tenaga kerja tetap. Untuk 

itu MUKERNAS GAPENSI meminta pemerintah menetapkan relaksasi 

persyaratan kemampuan pelaku usaha jasa kontruksi terhadap penjualan tahunan 

dari 3 (tiga) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun, terhadap Equitas persubkalsifikasi 

usaha menjadi Equitas badan usaha, terhadap tenaga kerja tetap per subklasifikasi 

menjadi tenaga kerja tetap per klasifikasi dan komietmen pemenuhan persyaratan 

kepemilikan peralatan dari 30 (tiga puluh) hari menjadi 1 (satu) tahun. 
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2.   Diusulkan oleh BPD Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, DKI, dan lainnya : 
 
 MUKERNAS GAPENSI mendesak kepada pemerintah untuk tidak 

memberlakukan persyaratan kemampuan usaha yang diatur dalam perundangan 

yang mengatur persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di sektor PUPR 

dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebagaimana amanat keputusan Mahkamah 

Konstitusi.   

 

 

II. KONGLOMERASI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

MUKERNAS GAPENSI mendesak kepada pemerintah untuk segera menerbitkan 

regulasi yang berpihak kepada Badan Usaha Konstruksi swasta kecil dan menengah 

untuk  mengakhiri konglomeratisasi BUMN di sektor jasa konstruksi, yang hingga 

saat ini masih berlangsung dan menutup kesempatan serta peluang bagi pengusaha 

swasta, hal ini terjadi pada penetapan pemenang tender tahun anggaran 2022 anak 

perusahan PT.Wijaya Karya TbK yaitu PT.Wijaya Karya Beton dimenangkan pada 

proses pelelangan dengan nilai pekerjaan Rp. 17 M.  Persoalan ini pernah 

disampaikan kepada pemerintah saat kepengurusan Kadin Indonesia periode               

2015-2021. Seketika itu pemerintah memberi tanggapan yang positif dan melakukan 

langkah-langkah pembenahan, bahkan memangkas anak dan cicit perusahaan 

BUMN. Namun nampaknya praktek pemberian proyek dari perusahaan BUMN ke 

anak perusahaan dengan tidak memberi kesempatan kepada swasta masih berlaku 

hingga sekarang.  

 

III. PERLINDUNGAN PASAR USAHA KECIL 

 

MUKERNAS GAPENSI mendesak kepada pemerintah agar benar-benar 

melindungi pangsa pasar usaha kecil dan menengah dengan tegas melarang pengguna 

jasa konstruksi pemerintah (APBN/APBD) menetapkan paket konsolidasi dan 

melarang BUJK yang memiliki subklasifikasi usaha dengan kualifikasi Besar 

melakukan aktifitas usaha pada pangsa pasar kecil dan menengah, demikian pula 

halnya  BUJK yang memiliki subklasifikasi usaha dengan kualifikasi Menengah 

tidak melakukan aktifitas usaha pada pangsa pasar kecil. Hal ini disampaikan dengan 

terbitnya perizinan ber-usaha yang memperbolehkan BUJK memiliki subklasifikasi 

dengan kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar.   

 

IV. DUKUNGAN PEMBIAYAAN UNTUK PELAKU USAHA JASA 

KONSTRUKSI DI ERA PANDEMI 

 

MUKERNAS GAPENSI berpendapat bahwa dalam suasana pandemi diperlukan 

terobosan-terobosan untuk pembiayaan pelaku usaha jasa konsruksi, maka dengan ini 

diperlukan kebijakan pemerintah untuk menciptakan skema pembiayaan baru melalui 

berbagai macam lembaga bank dan non bank milik pemerintah, untuk membantu 

pembiayaan pelaksanaan pekerjaan proyek. 
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Ditetapkan di :  JAKARTA 

Pada tanggal :  22 JANUARI 2022 

 

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 

 

Pimpinan Sidang Tetap, 

 

 

 

1. Ir. Baskoro Efendy (...........................................) 

 Ketua 

 

 

2. Dandung Sri Harninto, ST.MT (...........................................) 

 Wakil Ketua 

 

 

3. Hasrat Lukman, Spd (...........................................) 

 Sekretaris 

 

 

4. Ir. Ruslan Rivai, MM (...........................................) 

 Anggota 

 

 

5.  Hj.Sri Setyorini (...........................................) 

 Anggota 

 

 

 

 

 

 



GAPENSIG IA TM KA AN HA B  K ARID

BADAN PENGURUS PUSAT GAPENSI
GRAHA GAPENSI ; Jl.Raya Ragunan No.C1 Jatipadang-Pasar Minggu-Jakarta Selatan 12540 

021-78847247 (hunting)       021-7806119
 : http://www.gapensi.or.id     : bpp@gapensi.or.id
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